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ABSTRAK

Hutan memiliki fungsi vital ekologis dan sosial bagi masyarakat adat,
namun paradigma pembangunan sentralistik sering mengabaikan hak
konstitusional mereka. Dominasi negara melalui klaim Hutan Negara kerap
memicu konflik agraria dan degradasi lingkungan yang mencederai keadilan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengakuan hak masyarakat adat
dalam pengelolaan hutan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-
X/2012 yang memisahkan Hutan Adat dari rezim Hutan Negara. Analisis dilakukan
secara komprehensif, meninjau putusan tersebut dari kacamata hukum positif serta
perspektif maqasid al-syari‘ah dalam bingkai hifz al-bi’ah untuk menemukan titik
temu antara konservasi berbasis adat dan syariat.

Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis
mengintegrasikan teori Hak Ulayat Maria S.W. Sumardjono untuk membedah
aspek kewenangan publik masyarakat adat, serta teori hifz al-bi’ah K.H. Ali Yafie
untuk menganalisis dimensi teologis pelestarian alam sebagai amanah
kekhalifahan. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan
dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan konstruksi hukum yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan mendasar. Pertama, secara
yuridis Putusan MK telah memulihkan status Hutan Adat menjadi hutan hak.
Namun, implementasinya terhambat karena negara memosisikan pengakuan secara
konstitutif melalui syarat birokrasi rumit, padahal hak tersebut sejatinya bersifat
deklaratoir sebagai hakiasal-usul. Kedua, dalamiperspektif #ifz a/-bi’ah, putusan ini
memanifestasikan. pelestanian ¢ lingkungan sebagai kebutuhan mendesak
(daruriyyat). Pengakuan otoritas adat dimaknai sebagai penyerahan amanah kepada
pihak kompeten (ahl al-ahliyah) untuk mencegah kerusakan (fasad). Kearifan lokal
masyarakat adat dinilai sejalan dengan ‘syariah ‘dalam menjalankan kewajiban
kolektif (fardu kifayah) menjaga kelestarian alam, sehingga legalitas negara
menjadi sarana mutlak untuk mendukung ibadah sosial tersebut.

Kata Kunci: Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Hutan Adat, Hifz al-Btr’ah,
Magasid al-Syari‘ah, Pengelolaan Hutan.



ABSTRACT

Forests possess vital ecological and social functions for Indigenous
peoples; however, the centralistic development paradigm often disregards their
constitutional rights. State dominance through claims of State Forest (Hutan
Negara) frequently triggers agrarian conflicts and environmental degradation that
undermine justice. This research aims to analyze the urgency of recognizing
Indigenous peoples' rights in forest management following the issuance of Putusan
MK No. 35/PUU-X/2012, which separated Customary Forest from the State Forest
regime. The analysis is conducted comprehensively, examining the decision through
the lens of positive law as well as the perspective of maqasid al-syari ‘ah within the
framework of hifz al-bi’ah to identify a convergence between adat-based
conservation and Sharia.

This normative legal research is descriptive-analytical in nature, employing
both statute and conceptual approaches. The author integrates Maria S.W.
Sumardjono's theory of Ulayat Rights to examine the public authority aspects of
Indigenous peoples, and K.H. Ali Yafie's hifz al-bi’ah theory to analyze the
theological dimension of environmental preservation as a stewardship mandate
(amanah kekhalifahan). Secondary data sources were collected through library
research and analyzed qualitatively to formulate a harmonious legal construction.

The research results indicate two fundamental findings. First, legally,
Putusan MK has restored the status of Customary Forest to Private Rights Forest.
However, its implementation is hindered because the state positions this recognition
as constitutive through complex bureaucratic requirements, whereas the right is
inherently declaratory as a right of origin. Second, from the perspective of hifz al-
bi’ah, this Putusan. MK manifests environmental preservation/as an essential
necessity-(davitriyyat). ' The recognition’ of Indigenous authority is interpreted as
entrusting the ‘management mandate to the competent party (ahl al-ahliyah) to
prevent destruction (fasad). Indigenous local wisdom is considered aligned with
Sharia in fulfilling the collective obligation (fardu kifayah) of preserving nature's
sustainability, thus, state legality becomes an absolute means to support this social
act of worship.

Keywords: Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Customary Forest, Hifz al-Bi’ah,
Magqasid al-Syari ‘ah, Forest Management.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan vital
bagi kehidupan manusia. Hutan memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial,
dan budaya yang saling terkait. Fungsi ekologis hutan berperan sebagai
paru-paru dunia yang menjaga keseimbangan iklim dan penyangga
kehidupan berbagai makhluk hidup.!

Sebagai ekosistem yang kompleks, hutan tidak hanya menyediakan
manfaat ekologis, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat berlangsungnya
kehidupan masyarakat adat. Hubungan masyarakat adat dengan hutan
bersifat spiritual dan ekonomis sekaligus: hutan dipandang sebagai bagian
dari identitas, sumber penghidupan, serta ruang sakral yang dijaga turun-
temurun.

Masyarakat adat memiliki peran historis yang sangat kuat dalam
menjaga kelestarian-hutan. Mereka dikenal sebagai komunitas yang sangat
bergantung pada hutan, di mana nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan sistem

pengelolaan tradisional menjadi dasar pelestarian ekosistem.?

! Dwi Wahyudi, "Analisis Fungsi Ekologis dan Sosial Hutan Tropis Indonesia," Jurnal
Lingkungan, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 12.

2 Suparto, "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-
X/2012," Bina Hukum Lingkungan, Vol. 5, No. 2 (2021), him. 198.



Sayangnya, peran ekologis dan sosial masyarakat adat dalam
menjaga hutan belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan negara.
Paradigma pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi sering kali
mengabaikan nilai-nilai ekologis dan kultural. Regulasi di sektor kehutanan
lebih menitikberatkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam,
bukan pada pengakuan hak komunal masyarakat adat. Akibatnya,
masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan sering kali tidak
memiliki posisi hukum yang kuat dalam menentukan nasib wilayahnya
sendiri.

Aktivitas pertambangan, terutama di wilayah seperti Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara, memperlihatkan bagaimana eksploitasi sumber daya
alam dapat meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang berat.® Kondisi ini
tidak hanya mengancam keseimbangan lingkungan, tetapi juga melanggar
hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.*

Kondisi tersebut menegaskan bahwa masalah. kehutanan di
Indonesia tidak bisa dilepaskan dart aspek hukum:~Sebelum keluarnya
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, posisi hutan adat secara hukum berada
dalam kondisi yang lemah. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan, hutan adat dimasukkan dalam hutan negara hal ini

3 Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan

Pertambangan dalam Perspektif Maqashid Syariah," Jurnal Media Akademik, Vol. 3, No. 5 (2025),

him. 6.

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).



merugikan masyarakat adat sehingga Undang-undang tersebut diuji ke
Mahkamah Konstitusi.> Status hutan adat tergolong hutan negara, dan
karena adanya konsekuensi hak menguasai negara, maka hak-hak
masyarakat adat atas wilayah adatnya menjadi terpinggirkan.®

Pengujian terhadap UU Kehutanan tersebut akhirnya melahirkan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menjadi titik
balik dalam perlindungan hak masyarakat adat. Putusan ini menegaskan
bahwa hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara, melainkan hutan hak
yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Dengan
demikian, hukum mulai beralih dari paradigma state based forestry menuju
pengakuan terhadap community based forestry yang lebih adil secara sosial
dan ekologis.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum kehutanan. Putusan ini
telah merubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak untuk
memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat
sebagai'subjek yang mendiami kawasan hutan'adat.” Namun, implementasi

atas Putusan MK Nomor 35 masih belum terlaksana dengan maksimal,

5 Suparto, Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-
X72012, him. 199.

6 Ibid., him. 202.

7 Ragil Meiliana Nur Fitri dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Putusan MK No. 35/PUU-
X/2012," Res Publica, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 87.



karena pengakuan administratif melalui peraturan daerah berjalan sangat
lambat dan belum semua daerah menindaklanjutinya.®

Kesenjangan regulasi ini semakin diperparah dengan belum
disahkannya RUU Masyarakat Adat, serta lambannya pemerintah daerah
menerbitkan perda pengakuan masyarakat hukum adat. Ketiadaan Undang-
Undang Masyarakat Adat menyebabkan regulasi sektoral tidak harmonis.
Akibatnya, meski MK sudah memutuskan hutan adat bukan lagi hutan
negara, perlindungan masyarakat adat masih lemah.’

Dalam perspektif hukum positif, pengakuan terhadap hutan adat
memiliki dasar kuat melalui konsep hak ulayat yang diakui oleh UUD 1945
dan UUPA. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik
mamak para kepala suku. sehingga status tanah ulayat secara adat sangat
kuat.!” Dalam konteks pengelolaan hutan, kepastian hukum tersebut harus
diwujudkan dalam perlindungan hak ulayat yang selaras dengan prinsip
environmental justice demi keadilan ekologis bagi seluruh rakyat.

Dari  perspektif . hukum _ Islam, prinsip _magqdasid al-syari‘ah
menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup: Hifz al-bi’ah atau
perlindungan lingkungan hidup dapat diposisikan sebagai perluasan dari
magqasid al-syari ‘ah. la berfungsi menjaga keseimbangan antara kebutuhan

manusia dan kelestarian alam, sehingga kerusakan lingkungan dipandang

8 Ibid., him. 96.

% Suparto, "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat...," hlm. 205.

10 Patullah Monthazery, "Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat"
(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 18.



sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat.!! Dengan demikian, menjaga
kelestarian hutan adat bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban
syar‘i untuk melindungi ciptaan Allah SWT.

Meski sudah ada upaya hukum progresif, konflik tenurial di sektor
kehutanan masih terus berlangsung hingga kini. Banyak kasus
menunjukkan bahwa masyarakat adat dan lokal seringkali berhadapan
dengan perusahaan besar maupun aparat negara akibat tumpang tindih klaim
lahan.'? Salah satu contoh nyata adalah konflik di Pulau Rempang, di mana
rencana pembangunan Rempang Eco City memicu bentrokan antara
masyarakat adat dan aparat karena ancaman terhadap wilayah pemukiman
dan identitas budaya masyarakat adat.'?

Fenomena tersebut membuktikan bahwa konflik hutan adat masih
berulang, bahkan setelah adanya putusan konstitusional. Karena itu,
dibutuhkan kajian normatif yang mengaitkan hukum positif dan hukum
Islam untuk memberikan kerangka penyelesaian yang lebih komprehensif
tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan spiritual.

Penelitian i diharapkan dapat'memberikan-kontribusi akademik
dalam memperkuat diskursus integrasi hukum positif dan hukum Islam,

serta masukan praktis bagi pembentuk undang-undang untuk mempercepat

' Ahmad Munif, "Figh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep
Magqashid Syariah," 4/-Thkam, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 36.

12 Carol Warren dan John McCarthy, Perantara Lokal dan Pengaruh Internasional: LSM
dan Konflik Lahan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), hlm. 47.

13 Indra Sakti Lubis dkk., "Eksistensi Hukum Adat terhadap Pengembangan Zona Ekonomi
Khusus Pulau Rempang," luris Studia, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 158-160.



pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ketiadaan undang-undang yang
mengatur secara komprehensif tentang masyarakat adat telah menyebabkan
fragmentasi hukum sektoral dan ketidakpastian hukum dalam pengakuan
dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.'*

Selain itu, penelitian ini menawarkan novelty, yaitu belum adanya
kajian yang secara eksplisit menautkan Putusan MK 35/PUU-X/2012
dengan magqasid al-syari‘ah (hifz al-bt’ah). Dengan pendekatan integratif
ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual yang

lebih luas dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan perlindungan

masyarakat adat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan
hutan berdasarkan Putusan MKy No. 35/PUU-X/2012?
2. Bagaimana nilai-nilai sifz al-bi'ah tercermin dalam Putusan MK

No: 35/PUU-X/2012?

14 Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat
(Jakarta: DPR RI, 2013), him. 7.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan penelitian

a. Menganalisis pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan

hutan menurut Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

b. Menguraikan dan menilai nilai-nilai kifz al-bi’ah serta keadilan

ekologis yang tercermin dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah
dalam pengembangan kajian hukum, khususnya pada bidang
hukum tata negara dan hukum Islam. Secara akademik, penelitian
ini berupaya memperkaya wacana tentang pengakuan hak
masyarakat adat dengan mengintegrasikan konsep hak ulayat dan
hifz. al-bi’ah: Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi
referensi bagi kajian hukum konstitusional yang berorientasi pada
perlindungan lingkungan/dan hak-hak masyarakat adat.

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam menyusun
regulasi yang lebih responsif terhadap hak masyarakat adat,

terutama dalam percepatan pengesahan Rancangan Undang-



Undang Masyarakat Adat dan sinkronisasi kebijakan sektoral di
bidang kehutanan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi lembaga yudikatif dan eksekutif dalam
menafsirkan serta mengimplementasikan Putusan MK No.
35/PUU-X/2012 secara lebih efektif.

c. Secara Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan adat sebagai bagian
dari ekosistem kehidupan dan identitas budaya bangsa. Selain itu,
penelitian ini juga memberikan dasar moral dan spiritual bagi
masyarakat muslim untuk memahami bahwa menjaga lingkungan
(hifz al-br’ah) merupakan kewajiban syar‘i, sehingga pengakuan
dan perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya tanggung
jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan

kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan’ analisis terhadap hasil penelitian atau karya
kontemporer yang memuat topik atau tema yang sejenis, baik skripsi, tesis,
disertasi atau karya akademik lainnya yang berasal dari hasil penelitian.
Peneliti telah mempelajari beberapa karya akademik yang dianggap
relevan dengan tema atau topik pembahasan dalam karya tulis ini. Beberapa
literatur yang digunakan peneltit sebagai perbandingan dan rujukan dalam

pembahasan ini.



Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara 1. Kadir dan Janwar Hippy
berjudul “Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012: Konsekuensi Hukum dan Otoritas Pemanfaatan oleh
Masyarakat” menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
menghapus frasa “negara” pada Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga hutan adat tidak lagi
dikategorikan sebagai hutan negara, melainkan sebagai hutan hak
masyarakat hukum adat. Penelitian ini menegaskan adanya pergeseran
paradigma dalam hukum kehutanan nasional dari sentralisasi negara menuju
pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Meskipun demikian, Mutiara dan
Hippy menyoroti bahwa implementasi putusan tersebut masih terbatas
karena belum semua dacrah memiliki peraturan daerah yang mengakui
eksistensi masyarakat adat. Kajian ini memperkuat landasan hukum positif
bagi penelitian ini, tetapi belum menyinggung aspek keadilan ekologis
maupun nilai-nilai hukum Islam yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Sementara itu, penelitian oleh Hastuti Ningtyas dalam karyanya
“Analisis’ Putusan  Mahkamah "Konstitusi Nomor" 35/PUU-X/2012
Tentang Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Adat
Perspektif Teori Kemanfaatan Hukum Gustav Radbruch dan
Maslahah Mursalah” berupaya menghubungkan putusan MK dengan teori
kemanfaatan hukum dan konsep maslahah mursalah dalam Islam. Hastuti
menilai bahwa pengakuan hutan adat merupakan bentuk kemaslahatan

sosial, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat
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adat akibat lemahnya implementasi di tingkat lokal. Relevansi penelitian ini
terletak pada upayanya menjembatani hukum positif dan hukum Islam,
namun titik tekan pembahasannya masih terbatas pada kemaslahatan sosial,
belum sampai pada dimensi kemaslahatan ekologis (hifz al-bi’ah) yang
menjadi inti analisis penelitian ini.

Dalam dimensi konseptual Islam, penelitian oleh Feny Fathuri Yan
Putri berjudul “Figh al-Br’ah Perspektif Yasuf al-Qardawi dan KH. Ali
Yafie terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing
Besuki Situbondo” memberikan kontribusi  penting terhadap
pengembangan konsep hifz al-bi’ah dalam kerangka magasid al-syari‘ah.
Feny menegaskan bahwa figh al-bi’ah merupakan terobosan keagamaan
dalam upaya konservasi lingkungan karena menempatkan alam sebagai
amanah Allah yang harus dijaga keseimbangannya. KH. Ali Yafie bahkan
menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari al-darariyat al-
sitt, yakni komponen keenam maqdasid al-syari ‘ah setelah agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Penelitian ini_ memberikan dasar teologis bahwa
menjaga lingkungan hidup adalah kewajiban syar‘i~yang memiliki nilai
ibadah. Namun, fokusnya masih terbatas pada isu pencemaran industri
dalam konteks lokal, sedangkan penelitian ini memperluas cakupan pada
konteks konstitusional, yaitu analisis terhadap Putusan MK No. 35/PUU-
X/2012 dan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat.

Relevansi nilai hifz al-bi’ah dalam konteks global juga diperkuat

oleh penelitian M. Khusnul Khulug dan Asmuni berjudul “Hifz Al-Bi’ah
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as Part of Maqashid Al-Shari’ah and Its Relevance in the Context of
Global Climate Change” yang dimuat dalam Indonesian Journal of
Interdisciplinary Islamic Studies (Vol. 7 No. 2, 2024). Dalam penelitiannya
dijelaskan bahwa konsep hifz al-bi’ah berfungsi sebagai fondasi bagi
terlaksananya lima prinsip dasar magasid al-syari‘ah (hifz al-din, hifz al-
nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-‘aql), sekaligus sebagai dimensi
baru yang menegaskan relevansi perlindungan lingkungan dalam
menghadapi krisis iklim global. Penelitian ini menempatkan hifz al-bi’ah
bukan hanya sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kebutuhan
mendasar untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup
manusia di tengah ancaman perubahan iklim. Temuan Khuluq dan Asmuni
memberikan dasar filosofis yang kuat bahwa pelestarian lingkungan
merupakan elemen integral dari maqasid al-syari‘ah yang tidak dapat
dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan keadilan ekologis.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
walaupun telah ada berbagai penclitian yang mengangkat isu pengakuan
masyarakat adat dan keadilan lingkungan, belum ada™ yang secara
komprehensif mengintegrasikan analisis hukum positif dengan magasid al-
syari ‘ah, khususnya dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat dan
kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi
baru dengan mengajukan pendekatan normatif-filosofis  yang
menggabungkan hak ulayt dan hifz al-bi’ah dalam memahami pengakuan

hutan adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan sebagai
dasar analisis untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.'"> Dalam
penelitian ini, penulis mengadopsi beberapa teori, di antaranya sebagai

berikut:
1. Teori Hak Ulayat

Secara konseptual, hak ulayat menggambarkan hubungan hukum antara
masyarakat adat dan wilayahnya, di mana tanah dan hutan bukan hanya
sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan sistem sosial
budaya mereka. Menurut Maria S.W. Sumardjono, hak ulayat merupakan
kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum
adat atas wilayah tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi
kelangsungan hidup mereka.!® Konsep ini menunjukkan bahwa
hubungan antara masyarakat adat dan tanah ulayat bersifat ekologis dan
spiritual, bukan semata kepemilikan material.

Pengakuan negara terhadap hak ulayat bersifat declaratoir, yakni
negara hanya menyatakan sesuatu /yang telah ada secara historis dalam
masyarakat adat, bukan menciptakan hak baru.'” Prinsip ini menegaskan

bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum asli yang telah memiliki

15 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah Press, 2009), him. 8.

16 Maria S.W. Sumardjono, Agenda yang Belum Selesai (Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 16.

17 Ibid., him. 5.
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hak atas wilayahnya jauh sebelum lahirnya negara modern. Maka, ketika
negara menetapkan peraturan yang menyatakan hutan adat sebagai
bagian dari hutan negara, hal itu dapat dilihat sebagai bentuk
pengingkaran terhadap hak asal-usul masyarakat adat.

Pengakuan normatif tersebut sering kali tidak diikuti dengan
implementasi yang selaras karena sektoralisme hukum dan kebijakan
sumber daya alam masih menimbulkan ketidakharmonisan dan
ketidakadilan bagi masyarakat adat.'!® Septiani Monasari juga
menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan
bagian dari sistem sosial dan spiritual masyarakat adat yang diwariskan
turun-temurun, sehingga pengabaian terhadap hak ulayat berarti juga
pengabaian terhadap eksistensi sosial dan budaya mereka."”

Teori hak ulayat yang dikemukakan Maria S.W. Sumardjono
menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedaulatan asli
atas wilayahnya yang meliputi kewenangan untuk mengatur,
memanfaatkan, dan menjaga sumber daya alam di dalamnya. Pengakuan
negara terhad ap hak ulayat bersifat deklaratif, bukan konstitutif, artinya
negara tidak menciptakan hak tersebut, melainkan hanya menegaskan
keberadaannya yang telah ada sejak lama dalam tatanan sosial

masyarakat adat. Dengan demikian, teori hak ulayat menegaskan bahwa

8 Ibid., him. 14-15.

19 Septiani Monasari, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam
Perspektif Hukum Nasional," PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 2
(Februari 2025), hlm. 3534,
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kehadiran negara seharusnya tidak menghapus hak asal-usul masyarakat
hukum adat, tetapi menjadi fasilitator yang menjamin perlindungan dan
pelestariannya. Teori ini menjadi dasar penting bagi pembentukan
kebijakan dan regulasi yang adil, selaras, dan menghormati keberadaan

masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.
2. Teori Hifz al-Bi’ah

Konsep Dalam konteks hukum Islam, konsep hifz al-bi’ah
(pemeliharaan lingkungan) merupakan bagian integral dari magdasid al-
syari‘ah yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia
dan makhluk lainnya. Pemikiran ini dipelopori oleh KH. Ali Yafie,
seorang ulama Indonesia yang merumuskan konsep figh al-bi’ah (figh
lingkungan) sebagai ekspresi tanggung jawab manusia sebagai khalifah
di bumi. Menurutnya, lingkungan hidup dalam pandangan Islam adalah
bagian dari amanah Allah yang wajib dijaga oleh manusia sebagai
khalifah 1di ymuka bumit.; Kemsakam lingkungan merupakan bentuk
pengkhianatan terhadap amanah tersebut, karena bertentangan dengan
prinsip tauhid yang ménuntut késeimbangan antara manusia dan alam.?°

Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam
tidak semata bersifat utilitarian, melainkan bersifat teologis dan moral.
Tindakan merusak alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai

ketauhidan, karena berarti mengganggu keseimbangan ciptaan Allah.

20 Feny Fathuri Yan Putri, "Relevansi Figh al-B’ah KH. Ali Yafie terhadap Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Indonesia" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 23.
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Oleh sebab itu, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial,
melainkan kewajiban keagamaan yang memiliki nilai ibadah.

Islam memandang alam semesta sebagai makhluk Allah yang
memiliki nilai dan fungsi. Karena itu, relasi manusia dengan alam bukan
relasi eksploitasi, tetapi relasi kemitraan. Manusia dituntut untuk
memanfaatkan alam secara proporsional tanpa melampaui batas.?!
Pemikiran ini menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan (tawazun)
dan moderasi (wasatiyyah) dalam pengelolaan sumber daya alam, sejalan
dengan asas keadilan lingkungan yang menolak eksploitasi berlebihan.

Selain itu, hifz al-bi’ah yang dirumuskan oleh Ali Yafie
menegaskan bahwa menjaga kebersihan, kelestarian, dan keseimbangan
lingkungan merupakan bagian dari ibadah sosial (mu‘amalah). la
menempatkan perilaku ekologis sebagai bentuk nyata dari keimanan dan
ketaatan kepada Allah.??

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, teori hifz al-bi’ah Ali Yafie
memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menilai Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Pengakuan terhadap hak
masyarakat adat atas hutan bukan hanya pemenuhan hak konstitusional,
tetapi juga perwujudan prinsip magqasid al-syari‘ah, yakni menjaga
kelestarian alam sebagai amanah ilahi dan bentuk keadilan ekologis.

Dengan demikian, teori ini tidak hanya bersifat normatif-spiritual, tetapi

21 Ibid., hlm. 24.
2 Ibid., hlm. 25.
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juga menjadi landasan moral bagi penerapan hukum lingkungan dan

kebijakan kehutanan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum,
serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris di
lapangan, melainkan dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary
research) untuk memahami dan menganalisis konsep hukum secara

teoritis serta penerapannya dalam praktik.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,- yaitu menggambarkan secara
sistematis  ketentuan hukum positif, teori-teori hukum, dan konsep
hukum Islam yang berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat
dalam pengelolaan hutan. Tujuannya adalah untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai isi Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan menilai kesesuaiannya dengan

prinsip magqgasid al-syari‘ah (hifz al-bi’ah)
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu mengkaji
konsep-konsep hukum seperti hak wulayat, keadilan ekologis
(environmental justice), dan magqgasid al-syari‘ah (hifz al-bi’ah)
untuk memperkuat analisis teoretis.

Pendekatan Kasus (Case Approach), yang digunakan untuk
menganalisis isi dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, baik dari segi yuridis maupun

filosofis.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a.

Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis, seperti UUD NRI
Tahun ' 1945; ' Undang-Undang 'Nomor '41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, 'serta Rancangan
Undang-Undang Masyarakat Adat.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema
masyarakat adat, hukum lingkungan, dan magqdsid al-syari ‘ah.
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan pedoman penulisan skripsi UIN Sunan Kalijaga.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan
hukum dari berbagai literatur, jurnal, buku, dan dokumen hukum yang
relevan. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenisnya
(primer, sekunder, tersier) untuk memudahkan proses analisis. Analisis
data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan
bahan hukum berdasarkan konteks normatif dan teori hukum yang

digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih terstruktur dan memudahkan pembaca dalam
memahami keseluruhan 1si penelitian, penulis membagi skripsi ini menjadi
lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang disusun secara
sistematis sesuai dengan cakupan pembahasan dan alur analisis penelitian.
Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB "I,/ menjelaskan .mengenai . latar belakang ‘masalah yang
menjelaskan. alasan’ dan urgensi ‘penelitian- ini* dilakukan, serta konteks
sosial, hukum, dan nilai-nilai Islam yang melandasinya. Bab ini juga
memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode
penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi dasar konseptual
bagi keseluruhan pembahasan agar pembaca memahami arah penelitian,

yaitu menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
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melalui perspektif hifz al-bi’ah dalam kaitannya dengan pengakuan hak
masyarakat adat atas hutan.

BAB II, berfokus pada kerangka teori yang menjadi fondasi
penelitian. Teori pertama menguraikan hak ulayat sebagai hak kolektif
masyarakat adat atas hutan, mencakup makna, kedudukan, serta
relevansinya terhadap keadilan dan keberlanjutan lingkungan dalam hukum
nasional. Teori kedua membahas konsep dasar magasid al-syari ‘ah dengan
fokus pada hifz al-bi’ah sebagai magqdasid yang menekankan pentingnya
menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan (fasad).

BAB III, mengulas secara mendalam mengenai putusan MK No.
35/PUU-X/2012 menjadi objek penelitian. Bab ini menguraikan latar
belakang pengujian Undang-Undang Kehutanan, posisi para pihak, serta
pokok perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, dibahas
pula pertimbangan hukum dan amar putusan MK yang menegaskan
pemisahan antara hutan adat dan hutan negara sebagai pengakuan terhadap
hak masyarakat adat. Pada bagian akhir, disajikan releyvansi dan tantangan
implementasi Putusan MK No. 35 berdasarkan sumber-sumber sekunder,
guna menilai sejauh mana putusan tersebut direspons oleh negara dan
masyarakat adat tanpa keluar dari koridor penelitian normatif.

BAB 1V, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini menganalisis
sejauh mana nilai-nilai kifz al-bi’ah tercermin dalam pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam memaknai hak ulayat dan

pelestarian lingkungan. Analisis dilakukan dengan menelusuri prinsip
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kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab eckologis yang
terkandung dalam putusan tersebut. Selanjutnya, dibahas keterkaitan antara
hak ulayat dan nilai hifz al-bi’ah sebagai upaya mengintegrasikan dimensi
hukum positif dengan nilai-nilai Islam.

BAB V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan
masalah penelitian dan rangkuman hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.
Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan untuk
penguatan kebijakan hukum, peningkatan kesadaran ekologis berbasis nilai
Islam, serta saran bagi penelitian selanjutnya agar kajian serupa dapat

dikembangkan lebih mendalam.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan dengan

mengintegrasikan perspektif hukum positif melalui teori hak ulayat dan

hukum Islam melalui perspektif hifz al-bi’ah terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, penelitian ini menyimpulkan dua hal

pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1.

Pengakuan hak masyarakat adat berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-
X/2012 secara yuridis telah mengembalikan status Hutan Adat dari
milik negara menjadi hak masyarakat adat, yang seharusnya dimaknai
sebagai pemulihan kewenangan penuh mereka untuk mengatur
wilayahnya sebagai satu kesatuan ruang hidup yang utuh. Akan tetapi,
pada praktiknya pengakuan ini masih belum substantif karena terjebak
dalam birokrasi yang memosisikan negara seolah-olah sebagai pemberi
hak| (konstitutif) melalui syarat’administrasi /yang rumit, alih-alih
sekadar mengakui hak asal-usul yang sudah ada (deklaratoir).
Akibatnya, meskipun status hutan telah berubah, kedaulatan
masyarakat adat dalam mengelola lingkungannya masih terkekang oleh
dominasi regulasi negara dan ketergantungan pada kemauan politik

daerah.

90



91

2. Nilai-nilai hifz al-bi’ah dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

tercermin melalui pergeseran paradigma hukum yang menempatkan
hutan adat sebagai kebutuhan eksistensial yang mendesak (daririyyat),
setara dengan perlindungan jiwa dan agama, bukan sekadar komoditas
ekonomi. Putusan ini memanifestasikan prinsip kekhalifahan dengan
mengoreksi dominasi negara yang kerap memicu kerusakan (fasad),
lalu mengembalikan mandat pengelolaan kepada masyarakat adat
sebagai pemegang amanah yang terbukti kompeten menjaga
keseimbangan ekologis. Dengan demikian, pengakuan hutan adat
sejatinya merupakan mekanisme legal untuk menunaikan kewajiban
bersama (fardu kifayah) dalam melestarikan lingkungan, di mana
negara menyerahkan tanggung jawab penjagaan alam kepada
masyarakat adat yang memiliki sistem kearifan lokal untuk memastikan

kelestarian bumi sebagai titipan Tuhan.

B. Saran

L

Kepada Pembentuk Undang Undang

Mendesak® agar segera” mengesahkan RUU/ Masyarakat Hukum
Adat sebagai prioritas legislasi nasional. Pengesahan ini memiliki
urgensi mendesak untuk mengakhiri sektoralisme hukum dan mengisi
kekosongan hukum yang selama ini menjadi celah bagi kriminalisasi
masyarakat adat. Undang-undang ini harus secara tegas mengubah

mekanisme pengakuan dari model Konstitutif (yang berbiaya mahal dan
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politis) menjadi model Deklaratif-Registratif (pencatatan administrasi
sederhana), guna memberikan kepastian hukum yang nyata dan

mencegah berulangnya konflik agraria.

. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan mengubah paradigma pelayanannya dari
pasif menjadi proaktif dalam melakukan identifikasi dan verifikasi
masyarakat hukum adat. Hambatan administratif dan biaya tinggi tidak
boleh lagi menjadi alasan pembenar untuk menunda penetapan Perda.
Dalam perspektif siyasa syari'yyah, Pemerintah Daerah sebagai Ulil
Amri wajib memfasilitasi perlindungan hutan adat sebagai bentuk
amanah menjaga kemaslahatan umum dan lingkungan hidup (hifz al-

bi'ah).

Kepada Penelitian Selajutnya

Disarankan untuk memperluas kajian 1ni dengan topik Audit
Lingkungan Syariah'atau Valuasi'Ekonomi Kerusakan Hutan Perspektif
Figh Jinayah. Penclitian masa depan perlu mengembangkan instrumen
untuk mengukur kerugian ekologis akibat alth fungsi hutan adat
menggunakan parameter Diyat (denda) atau Daman (ganti rugi) dalam
hukum Islam. Hal ini penting untuk memberikan bobot material pada
argumen konservasi berbasis agama, sehingga kerusakan hutan adat
dapat dituntut pertanggungjawabannya secara terukur baik dalam

hukum positif maupun hukum Islam.
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